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NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang » a,  bahwa untulk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pemnbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah danh Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan;

b, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang
Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, sehingga
perlu diubah;

e, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2023,

Mengingat » 1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republil Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025/
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{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ketja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041];

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ihdonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323];
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6514) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendulkung Kebijalkan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republil Indonesia 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pemmbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketja
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Pemerintah (Berita Negara Republilt Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pernbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republilc
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelalkksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republilt Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023,
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi
sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023
‘entang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 26];

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2018-2023 ({Letnbaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62)] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Nomor 71];

21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022
Nomor 36),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 36
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023,

Pasgal [
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36)
diubah sebagai berilcut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berilaut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang,

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonorm,

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yvang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah,

5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD merupakan
dolcumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan
kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023,

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
yvang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

8, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

9, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah
rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan
PD untul periode 1 (satu] tahun.

10, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dolumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 {satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang /
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yvang selanjutnya disinglkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terulcur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terulcur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindalkan
pengerahan sumberdaya, bailk berupa personal, barang modal termasul
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau sernua jenis
sumberdaya, sebagal masukan (inpuf) untuk menghasillcan keluaran {(ouipui)
dalam bentuk barang atau jasa.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2023 disebut RKA-PD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2023 adalah dokumen penganggaran tahunan perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berilcut:

Pasal 2

Perubahan RKFPD atau Renja Perangkat Daerah dapat dilakulkan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:

a, perkembangan vang tidalk sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan,; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara yang tidak terdapat

dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan antara Bupati dengan

Ketua DPRD,

Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimalesud ayat (2) akibat terdapat

kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan

perintah dari peraturaan perundang-undangan setelah RKPD ditetapkan.

Perubahan RKPD sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dapat dilalcukan

tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,

keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan
perundang-undangan setelah RPJMD/RPD ditetapkan.
Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi Triwulan II
{dua].
Perubahan RKPD sebagaimana dimalksud pada ayat (1) menjadi pedoman
Perubahan Renja Peranglkat Daerah,
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
kerangka ekonomi dan keuangan daerah,;
target sasaran pembangunan daerah;
prioritas pembangunan daerah;
penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan peranglkat
daerah; dan
e. target kmerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penambahan danfatau pengurangan program dalam REKPD dapat
dilaksanalkan setelah perubahan RPJMD.



Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (7]
merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tHdalk
perlu dilakukan perubahan.

Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan
dan/atau kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan
penyusunan Renja Perangkat Daerah,

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berilcut:

Pagal 3

Maksud Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada hasil Evaluasi

Triwulan 1 (satu) dan Triwulan 2 (dua):

a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan

b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun 2024 serta sebagai landasan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Tujuan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023 Pedoman bagi setiap

Peranglkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2022:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b, mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik
antar daerah, antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi
pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan; dan

c. mewujudkan lketerikatan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan,

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berilaut:

Pasal 4
Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berilcut:
BAB [ . Pendahuluan;
BABII : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua] Tahun
berkenaan;
BABIII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV | Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BABV | Rencana Ketja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : Penutup,

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencalup program, kegiatan,

indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran

penerima manfaat, bailk yvang mengalami perubahan dan tidak mengalami

perubahan,

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] yang tertuang dalam Bab IV (empat] disertai dengan pagu anggaran

setiap kegiatan yang sifatnya indikatif dan tertuang pada Bab V (lima),

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2023

a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai
bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Dewan
Perwalkilan Ralcyat Daerah; dan



b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam
melalculkkan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Bersama Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah.

(5) Dolumen Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimalksud pada ayat

(2] tercantum dalam Lampiran yang merupalcan bagian tidal terpisahlcan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal IT
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 21 Juli 2023

_~BUPKFLSIDENRENG RAPPANG,
Vo7 X\

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR1 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG
RAPPANGIOMOR36 TAHUN 2022 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINOAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANKGHUN 2023

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah
yang lebih baik. Di samping itu, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses
pembangunan sebagai pedoman dasar paigksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan
potensi sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai
permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan
daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan amanah Unddmgdang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti \Uhnkamgy Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014Perubahan Atas Undatundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajibar
menyusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembasipmahnSesuai
amanat tersebut, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis,
terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan daerah dan kemampuan sumber
daya keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daeradp selanjutnya disingkat RKPD, merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dokumen tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksavaarasi dapengawasan serta bagian yang
tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBI
yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja anggaran (RKA) Pelaeykt

Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun 2023, sssumssi dan targetarget indikator kinerja
perlu disesuaikan dengan keadaan atau fakta yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu penyesuaian yanc
dimulai dari Perubahan Rencana Kerja PemerintaiDg@RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode
satu tahun, yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPDmerupakan dokumen yang secara substansial memuat penjabaran visi, misi dan program kepala

daerah;

daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahun
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2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan peambsaiguman bagi
seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan Umum APBD (KUA) de
penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sgtadigiunakan sebagai acuan
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketglaigrckinerja RPJMD sebagai wujud dari

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai
alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kexmudenjadi sumber untuk menentukan tujuan yang
akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang hanya dapat dicapai melalui taha
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur dan tepat waktu. Perencanaan yang balil
dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan
TopDown/BottonmUp.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Tahun
20182023. Untuk menjamin keterkaitan, ketesisi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaarevaluastdan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPD
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sebagai landasan penyusunan Rancangar
Perubahan Amgran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2023 dan juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerj;
(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023, mengacu padé&tean RPIJMD Tahun 202823, untuk mencapai
Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tah2028)1gaituq 7HUZ XM X G Q\D
Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman
$GLO GDQ 6ReMiExKaWwRKPD Tahun 2023 dilakukan dengan berdasar padaUndang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ra€ats Eadluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencar
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangk
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaeRdmdama Kerja Pemerintah Daerah.

Hathal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana
diuraikan di atas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang
menyatakan bahwa Perubahan RKyang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adany

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
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1. Perkembangan yang tidak sesuai dengammes prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan.

Dengan demkian, proses Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dilakukan
dengan mendasarkan pada:
1. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
Target sasaran pembangunan Daerah;
Prioritas pembangunan Daerah;

Penambahan dan/atau pengurangan program dan&egietangkat Daerah; dan

o > 0D

Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 meliputi:
(1) penyusunan rancangan Perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahaanRRPD; d
penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman perubahan Renja Perangk
Daerah Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 202:
disusun dengan memperhatikan hag#éluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 sampai dengan
tahun berjalan (semester |) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi pascapandeftt. Galidgai
gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 sampa
dengan tahun berjalan (Triwulan II), yaitu Pertumbuhan Ekonomi 4,86 persen; Tingkat Kemiskinan 5,11
persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,56 persen; Gini Rasio 0,354; Indeks Pembangunan Manusia 72,06
dan PDRB Perkapita sebesar 51,00 Juta Rupiah (Kebupidenreng Rappang Dalam Angka, 2022).

Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dilakukan melalu
tahapan penyusunan rancangan perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir perubahan RKPD dar
penetapannya. Dalam pelaksanaanmprases perubahan ini melibatkan seluruh Perangkat Daerah,

kabupatenkota dan memberi ruang bagi pokmékok pikiran DPRD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundaagndangan yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng
Rappangrahun 2023, sebagai berikut:
1. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DBasxiah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. UndangUndang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan sional
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaNPasgaagTahun
20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentadPgmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201Momor 244, ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan bdddagg Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UAdadgng Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi UndngUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunN@28r 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ré&pifdionesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomamiéhan
Lembaran Negara Republik Indoné&ianor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pmerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tenfaslgksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Coron
Virus Disease 2019 (Covl®) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sisterndfgjan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaarn
Program Pemlihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {({3)vithn/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatar
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6542);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliar

dan Evaluasi Pembangunan Daeralta Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Ta
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangk
Menengah Daeratan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017,Nomor
1312);
Peraturan Mentebalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Meeti Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201€
Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Per@elaisanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknissReri¢glangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan DaeraRrovinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahw2@RB.8(Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Sefatan Nom
301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sdels&mh Tahun 2013023,
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sulaesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 20&rita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan dgka Panjang Daerah Tahun 2@025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2007 Nomaor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruanc
Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang TahunZBB2 (LembararDaerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
26);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunar

Jangka Menengah Daerah Kabupaten SidenrempgpaRg@ Tahun 2018023 (Lembaran Dae




BAB | PENDAHULUAN

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dakedbupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang-Tahun 2018
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidenrengpang Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang N@fdrahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappdrahun 2023Berita DaeraKabupaten Sidenreng Rappang Tahur2202
Nomor36).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPDmerupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappaf28p8Hengan mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionze
(RPJIJMN) Tahun 2028024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 serta bergegaiia Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomol
1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahu
20182023 dan Peraturan Daerah Kabupatear8&hg Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeral
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun ZDE3.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewupetieaicanaan
pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten
kota. Oleh karena itu, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan
dokumen perencanaan provinsi serta memaiitan dokumeidokumen perencanaan di kabupaten/kota
sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dengan dokumen
perencanaan lainnya, antara lain:

a. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawe
Selatan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan sinergitas terutama
menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas programglatakeKeterkaitan Perubahan
RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Tahi
2023 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
dengan Kebijakan Pemerintah Prouiasi Pemerintah Pusat dalam mendukung Pembangunan Nasional;

b. Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dan dokumen Perubahan RPJMD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun ZMIB merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional
dan terukur serta erupakan pelaksanaan Tahun Kelima Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 204823.
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